
BUPATIKARANGASEM 

PROVINS! BALI 

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR 44/HK/2023 

TENTANG 
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT 

KE PEMULIHAN BENCANA GEMPA BUMI 
DI KABUPATEN KARANGASEM 

BUPATI KARANGASEM, 

Menimbang a. bahwa untuk percepatan pemulihan kondisi 
masyarakat memperoleh kehidupan yang layak dari 
sisi tempat tinggal dan ekonomi maka perlunya 
penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai 
standar prosedur penanganan pada masa transisi 
darurat ke pemulihan; 

b. bahwa merujuk pada Keputusan Bupati Karangasem 
Nomor 398/HK/2021 tentang Penetapan Status 
Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana 
Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem sebagaimana 
telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan 
Keputusan Bupati Karangasem Nomor 456/HK/2022 
tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan 
Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi 
di Kabupaten Karangasem; 

c. bahwa berdasarkan Laporan Kajian Kejadian Bencana 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 360/037 /BPBD/2023, tanggal 16 
Januari 2023, maka perlu menetapkan Perpanjangan 
Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan 
Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 
Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat ke 
Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten 
Karangasem; 
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1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4828); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 5); 

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sadan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sadan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Karangasem Nomor 9); 

11. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 398/HK/2021 
tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat 
Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten 
Karangasem, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 
250/HK/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status 
Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana 
Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan Perpanjangan Status Keadaan Transisi 
Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di 
Kabupaten Karangasem selama 180 (seratus delapan 
puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Januari 2023 
sampai dengan tanggal 24 Juli 2023. 
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Masa Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Ke 
Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten 
Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
Kesatu, dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai 
kebutuhan penyelenggaraan penanganan masa transisi 
darurat ke pemulihan dengan memperhatikan situasi dan 
kondisi di lapangan. 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Karangasem serta sumber lain 
yang sah dan tidak mengikat. 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Ditetapkan di Amlapura 
pada tanggal 26 Januari 2023 

N BUPATI KARANGASEM, p" 

4 1GEDE DANA 

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Kepala Sadan Nasional Penanggulangan Bencana. 
2. Gubernur Bali. 
3. Kepala Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali. 
4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem. 
5. Kepala Sadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem. 


